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Abstrak

Berkembangnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang melibatkan lintas batas sus
Negara mengakibatkan setiap Negara memiliki yurisdiksi yang kuat untuk menir
dan menghukum pelaku tindak pidana. Kemampuan Negara-negara anggota AS
untuk mengekstradisi buronan kejahatan mengharuskan memiliki keterikatan se
Negara untuk membentuk perjanjian ekstradisi yang didasari oleh kepenting

bersama dengan mempertimbangkan kelayakan dan pengembangan perjan
multilateral dan bilateral dalam mempermudah proses ekstradisi termasuk perjan
dibidang yudisial.

Kata kunci: Kejahatan transnasional, yurisdiksi, ekstradisi.

A. endahuluan
Setiap Negara memiiiki kedaulatan unfuk betindak secara hukum terha
warga negaranya. Xedaulatan sebuah Negara pada dasarnya diatur dan- ditetag
berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara tersebut dan berdasarkan h
internasional. Pada prakteknya, hukum suatu Negara akan kuat jika dilaksana&
sesuai yurisdiksi territorial. Namun dalam hidup bersama dan berdampingan deng
Negara-negara lainnya, termasuk dalam suatu komunitas regional, hukum sus
Negara akan berbenturan dengan hukum-hukum dari Negara komunitas regie
tersebut, sehingga akan memunculkan keterbatasan-keterbatasan hukum.
Keterbatasan hukum tersebut berdampak pula terhadap kemampuan h
suatu Negara untuk menghukum pelaku kejahatan yang melarikan diri (fugitive) ke
negeri (buraonan). Terhadap peristiwa hukum seperti ini akan memunculkan masz
bagaimana yurisdiksi hukum suatu Negara untuk menghukum pelaku kajahatan yz
telah melarikan diri ke luar negari? Terlebih lagi tindak pidana (kejahatan) terse
masuk sebagai kejahatan yang lintas batas Negara (transnational crimes). Keja
lintas batas Negara dalam dekade sekarang menjadi pusat perhatian yang
karena selain tindak pidananya yang luar biasa (extra ordinary) juga sebagai anca

terhadap stabilitas keamanan suatu negara.
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Indonesia bersama dengan Negara-negara dikawasan Asia Tenggara, yaitu
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand meémproklamirkan dengan Deklarasi
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tahun 1967381, Pada tahun-tahun
selanjutnya menyusul Negara-negara lainnya seperti: Brunai Darussalam38?,
Vietnams383, Myanmar384, Laos385 dan Kamboja386. Terintegrasinya Negara-negara di
kawasan ASEAN dalam sebuah komunitas ASEAN memberikan peluang dan
kemudahan dalam melakukan hubungan diplomatik antar Negara dalam keseragaman
kepentingan. Dalam prakteknya norma-norma yang terkait dalam keseragaman
komunitas ASEAN sangat beragam dan memiliki karakteristik khusus masing-masing
Negara, sehingga setiap Negara memiliki peluang untuk menampilkan kepentingan-
kepentingan negaranya sesuai politik hukum Negara peserta (member) ASEAN.

Selama hampir 47 tahun ASEAN berdiri, dan pada setiap dekade terus berbenah
mengantisipasi berbagai perubahan. Perubahan-perubahan tersebut seperti halnya
termaktub dalam 3 (tiga) pilar cetak biru ASEAN, yaitu cetak biru komunitas Politik
Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community Blueprint), Cetak Biru
Komunitas Ekonomi {ASEAN Economic Community Blueprint), dan Cetak Biru
Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Sccio-Cultural Comiwnunity Blueprint). Ketiga
cetak biru tersebut didasai!an sebagai peta jalan (rcad mup) untuk membentuk
komunitas ASEAN 2015.

Dalam cetak biru politik keamanan ASEAN, isu yang paling potensial adalah
melahirkan suatu landasan hukum normatif bagi seluruh Negara ASEAN dalam
pengembangan kerjasama di bidang hukum. Sesuai dengan deklarasi ASEAN Concord
1976 (Bali Concord I) secara tegas dinyatakan perlunya studi tentang pengembangan
kerjasama dibidang yudisial. Kerjasama itu mengedepankan pentingnya mengenai
perjanjian ekstradisi ASEAN sebagai kerangka kerjasama ASEAN.

Ekstradisi sebagai salah satu elemen penting dalam penegakan hukum pidana
suatu Negara. Ekstradisi digunakan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi
semakin berkembangnya kualitas dan kuantitas tindak pidana. Dengan ekstradisi,

jangkauan suatu Negara untuk mengambil alih pelaku tindak pidana (kejahatan) dapat

381 Dikenal sebagai Deklarasi Bangkok.

382 Masuk menjadi anggota ASEAN pada 7 Januari 1984.

383 Masuk menjadi anggota ASEAN pada 28 Juli 1995.

384 Masuk menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997.

385 Masuk menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997.

386 Masuk menjadi anggota ASEAN pada 16 Desember 1998.
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diperluas dengan menjangkau kedaulatan (yurisdiksi) Negaca lain. Daya jangkas

terhadap yurisdiksi Negara lain tersebut dapat dilaksanakan sesu2' acngan ketentu

dan praktik yang diakui, dilakukan dan berlaku sama sesuai yang diatur dal

perjanjian ekstradisi. Salah satunya rumusan ekstradisi dapat disebutkan beberapa

unsurnya, yaitu:387

1. Unsur subjek, yaitu Negara (Negara diminta dan Negara peminta);

2. Unsur objek, yaitu orang yang diminta, yang berstatus sebagai tersangka, tertuduh.
terdakwa ataupun terhukum;

3. Unsur prosedur (tata cara), yaitu ekstradisi harus dilakukan menurut prosed
atau tata cara formal tertentu;

4. Unsur tujuan, yaitu untuk mengadili atau penghukumannya.

B. PEMBAHASAN
Istilah Kejahatan Transansional
Istilah transnasional (transnational) untuk pertama kali diperkenalkan oleh
Phillip C.Jessup, seorang ahli hukum inernasional yang sangat terkenal dalam
lingkungan para ahli hukum sedunia. Pengertian istilah tersebut kemudian digunakan
dalzm.salah satu Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dam
Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan d
Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika
dan Psikotropika tahun 1988. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam
Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000.388
Transnasional merupakan term/istilah atau konsep yang digunakan untuk
menggambarkan interaksi yang melewati batas-batas nasional negara dan melibatkan
beragam actor di luar negara (pemerintah), Organisasi Internasional yaite
multinasional/transanasional ~ corporations =~ (MNCs/TNCs), = Non-govermental
Organizations dan kelompok individu.38® Sedangkan yang dimaksud dengan kejaha

transnasional  (kejahatan lintas batas) adalah perilaku yang membahay.

387 | Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung,
2003, him.129.

388 Lijhat Romli Atmasasmita, Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Erz
Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1979. Makalah disampaikan dalam
seminar sehari, “Perlunya Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradist
diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI; tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta.

389 Irdayanti, Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatam
Transnasional, Jurnal Transnasional, Vol.5 No. 1 Juli 2013, him.916.
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kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional :1a:1 yang
dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkutan.3%

Dalam pandangan yang lebih luas disebut dengan kejahatan transnasional yang
terorganisir. Istilah ini sebagimana disebutkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang kejahatan transnasional yang terorganisir (United Nation Convention
Transnational Organization Crimes)?°!, yaitu sebagai Kejahatan yang memenuhi
karakteristik TOC yaitu dilakukan lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara
namun bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian
dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal
yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; dilaksanakan di satu
negara tetapi berdampak pada negara lain.

Dalam perkembangan yang sangat dinamis, kejahatan transnasional menjadi
masalah serius yang mengancam stabilitas dan keamanan suatu Negara, sehingga
Neéara memiliki otoritas penuh untuk melakukan upaya-upaya yang serius pula.392
Dalam perkembangan hubungan internasional, ASEAN sebagi bagian dari Organisasi
Internasional memiliki peran yang sangat penting untuk mengamankzn stabilitas
kenidupan Negaia negara ASEAN, terlebih lagi Negara-negara ASEAN sangat rentan
terhadap masuk, dar. berkembangnya kejahatan transnasional ini.

Setelah dilaksanakan pertemuan ke-29 ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di
Jakarta pada bulan Juli 1996, para delegasi menyepakati untuk memusatkan perhatian
ASEAN terhadap kejahatan narkotika, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi,
termasuk pencucian uang, kejahatan lingkungan dan migrasi illegal. Namun dalam
perkembangan terkini, selain kejahatan-kejahatan tersebut dimasukan pula kejahatan
korupsi dan kejahatan terorisme.

Untuk memperkuat dan mengkoordinasikan kerjasama ASEAN dalam memerangi
kejahatan transnasional dan melaksanakan rencana aksi, Negara-negara anggota

ASEAN sepakat membentuk kerangka sebagai berikut:

390 Mahmud Syaltout, Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional Di
Bidang Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2012, hlm.23.

391 Konvensi ini disebut United Nation Convention Against Transnational Organized Crime yang
disahkan di Palermo Italia Tahun 2000 (Konvensi Palermo).

392 Kejahatan transnasional dapat mengikis keyakinan antar negara sehingga mempengaruhi
baik aktivitas politik, ekonomi, dan social budaya dan perdamaian dunia.
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1. ASEAN Miaisterial Meeting on Transnational Crime (AMMTC);3%3

2. Senior Official Meciing on Transnational Crime (SOMTC);3%

Perjanjian Ekstradisi di Negara-negara ASEAN

Ekstradisi merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hu
pidana di suatu Negara. Ekstradisi dilaksanakan untuk mengatasi sem
berkembangnya kualitas dan kuantitas tindak pidana saat ini. Dengan ekstrdisi su
Negara dapat memperluas daya jangkau penegakan hukum pidananya ke wila
yurisdiksi Negara lain. Tentunya praktik ini disesuaikan dengan aturan, ketentuan
hukum yang berlaku dalam perjanjian ekstradisi antar Negara.

Praktik ekstradisi sudah dimulai sejak abad ke-13.395 Dalam perkembangann
praktek ekstradisi terus berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-19.
Pengakuan dan perlindungan terhadap syarat-syarat dalam perjanjian ekstra
menjadi perhatian yang perman-en, dimana Négara—negara yang memiliki kepentin,
terhadap ekstradisi ini di diwajibkan untuk menuangkan dalam bentuk perjanji
ekstradisi. Ad~pun asas dan syarat-syarat normative yang dituangkan dalam perjanji
ekstradisi 21tara lain: asas kejahatan ganda (Principic of Double Crimainaliti)3®7, Rule

Specialty398, Attentul Caiuses3??, Doktrin Respirositas#9®, Act of State Doctrine.

393 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime akan menjadi kebijakan tertingg
membuat tubuh kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional, dengas
mengkoordinasikan kegiatan dengan badan-badan yang relevan di ASEAN seperti ASOD.
ASEANAPOL, Direktur Jenderal Bea Cukai ASEAN, Direktur Imigrasi ASEAN dan Kepala Konsuler
dari Kementerian Luar Negeri.

394 Pertemuan Pejabat Senior ASEAN pada Kejahatan Transnasional yang mengharuskas
menyelenggarakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali setahun.
395 Sebagaimana disebutkan di Institut Hukum Internasional di Oxford dalam satu naskah
dokumen yang terdiri dari dua puluh enam pasal yang mengatur semua masalah yang berkaitaa
dengan ekstradisi. Lihat Sumaryo Suryokusumo, Hukum Ekstradisi, Universitas Padjadjaram
Bandung, 2009, him 8.
396 Karakter dan tujuan perjanjian ekstradisi pada masa ini telah sangat maju dan sangat
manusiawi di mana tujuan yang bersifat diskriminatif baik atas dasar etnis, ras dan latar
belakang politik dalam perjanjian ekstradisi masa lampau telah ditiadakan dan sekaligus dimuat
sebagai prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh para negara pihak dalam perjanjian tsb. Saat
ini perkembangan praktik hukum internasional dalam perjanjan ekstradisi menceminkan sate
persepsi yang sama yaitu, bahwa penyerahan seseorang dari suatu negara ke negara tertents
lainnya dapat diwujudkan baik berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas atau berdasarkas
suatu “comity” semata-mata. Lihat Bassiouni, him 8. Pengertian istilah, “comity” dalam hukum
internasional adalah, “Courtesy among political entities (as a nation, states, or courts of
different jurisdiction) involving esp. mutual recognition of legislative, executive and judicial acts
(Black Law Dictionary, 1996, page 11Q). Lihat dalam Romli Atmasasmita, Op.Cit. him 2.

397 Asas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik
menurut hukum negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang diminta dinyatakas
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Dalam kerangka ASEAN, Negura-negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki
hak absolute untuk menyatakan sepaka* da'am perjanjian ekstradisi dan kerjasama
lainnya melalui mutual legal assistance (MLA). ndonesia sendiri telah memiliki payung
hukum (umbrella act) melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1979Tentang Ekstradisi.
Dalam praktik hubungan regional sesame anggota ASEAN, Indonesia telah memiliki
perjanjian ekstradisi hampir dengan seluruh Negara anggota ASEAN, diantaranya
dengan Malaysia, Tahiland, Filipina, Singapura dan Negara-negara di luar ASEAN
(seperti Hongkong, Australia dan Korea Selatan).

Dari berbagai perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia,
berbagai tindak pidana yang bervariasi yang dapat dilakukan ekstradisi, yaitu
perjanjian ekstradisi dengan Malaysia meliputi 27 jenis tindak pidana; dengan
pemerintah Filipina meliputi 17 jenis tindak pidana; dengan pemerintah kerajaan
Thailand meliputi 27 tindak pidana; dan dengan pemerintah Australia meliputi 33 jenis
tindak pidana.#o1 ‘

Adapun tindak pidana yang menjadi bagian dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1979 Tetang ekstradisi tersebut antara lain:402
1. Pembunuhan;

2. Pembunuhan yang direncanakau,
3. Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat atu matinya orang,

penganiyaan yang direncanakan, dan penganiayaan berat;

sebagai kejahatan. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut
negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu tindak pidana.

398 Asas ini berarti bahwa negara yang meminta tidak boleh menuntut, mengadili, menghukum,
atau menyerahkan orang yang diminta kepada negara ketiga. Hal ini dapat diperlonggar hanya
atas persetujuan dari negara yang diminta.

399 Asas tersebut mengandung arti meskipun pelaku kejahatan tersebut bermuatan politik
namun berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara,
presiden, raja, atau sebutan lainnya, maka negara yang diminta wajib menyerahkan atau
mengekstradisi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

400 Asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan asas resiprokal sebagai asas umum dalam
hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara
lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang
bersangkutan. Dalam  konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan
menyerahkan tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi
menurut hukum nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara
kita pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka,
terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara
tersebut.

401 Ljhat Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung,

2006. Hm 25.

402 Ljhat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
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Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan;

Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau perbmawen ¢
dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berd.
atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin;

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang
sama kelamin yang belum cukup umur;
Memberikan/mempergunakan obat-obatan/alat-alat dengan
menyebabkan gugur mati kandungan seorang wanita;

Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan/tipu muslihat dengan
sengaja malrikan seseorang yang belum cukup umur;

Perdagangan wanita san pergadangan anak laki-laki yang belum cukup umur;
Penculikan dan penahanan melawan hukum;

Perbudakan;

Peherasan dan bengancaman;

Meniru/memalsukan mata uang/uang kertas/uang kertas bank/mengedarkan
mata uang negeri/kertas bank yang ditiru/dipalsukan;

Menyimnpan/memalsukan uang ke Indonesia yang telah ditiru/dipalsukan;
Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;

Sumpah palsu;

Penipuan;

Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan;

Penggelapan;

Pencurian, perampokan;

Pembakaran dengan sengaja;

Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja;

Penyelundupan;

Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan
keselamatan kereta api, kapal laut, kapal terbang dengan penumpang-
penumpangnya;

Menenggelamkan/merusak kapal di tengah laut;

Penganiayaan di atas kapal di tenagh laut dengan maksud menghilangkan nyawa

atau menyebabkan luka berat;
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Pemberontakan/permufakatan untuk memberontak oleh 2 orang/lebih diatas

kapal di tengah laut menentang kuasa nahkoda, penghasutan untuk memberontak;

Fembajakan laut;

Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana/prasarana

penerbangan;

Tindak pidana korupsi;

Tindak pidana narkotika dan obat-obatan berbahaya lain lainnya;

Perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang senjata api, bahan-bahan

peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Dari ke-32 tindak pidana yang dimasukan dalam undang-undang ekstradisi

tersebut, tindak pidana lain juga dapat dilihat dalam perjanjian bilateral ekstradisi

antara Indonesia dengan Negara-negara lainnya. Adapun tindak pidana tersebut antara

lain:
UURI No. 1/1974 UURINo0.10/1976 UURINo. 2/1978
LN RI No. 63/1974 LN RI No. 38/1976 LN RINo.12/197%
Perjanjian Ekstradisi Perjnajian Ekstradisi Perjanjian Ekstr: Q.

Indonesia -Malaysia

Indonesia-Filipina

Indonesia-Thailand

1. Pembunuhan dengan
rencana dan maker
untuk melakukan
pembunuhan;

2. Pembunuhan;
Perkosaan;

4. Penculikan dan

penculikan anak;
5. Penganiayaan;

6. Perampasan

kemerdekaan seseorang

secara melawan hukum;

7. Perdagangan budak;

8. Kejahatan
dilakukan

yang

terhadap

1. Pembunuhan
berencana,
pembunuhan
bapak/ibu
sendiri,
pembunuhan
anak, dan
pembunuhan;

2. Perkosaan,
perbuatan cabul
dengan
kekerasan,
persetubuhan

yang tidak sah
dengan/teradap

1. Pembunuhan
dengan rencana;
2. Pembunuhan;
Perkosaan
4. Penculikan dan
penculikan anak;
5. Penganiayaan;
6. Perampasan
kemerdekaan
seseorang secara
melawan hukum;
7 Perdagarigan
budak;
8. Kejahatan-

kajahatan  yang
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17,

18.
19
20.

21

22.

wanita dan gadis;
Pencurian dengar |
pengrusakan, pencurian

dan tindak pidana yang

bersangkutan  dengan
curian;

Pencurian dengan
kekerasan;

Pemalsuan dan tindak
pidana yang
bersangkutan  dengan
pemalsuan;
Penggelapan;

Penipuan;

Perbuatan curang;
Penyuapan korupsi;
Pemerasan;

Kejahatan Vg
berhubungan  dengan
uang kertas, mata uang
dan materai;
Penyelundupan;
Penunuan (arsan);
Kesalahan yang boleh
dihukum dibaah UU
berhubungan

dadah berbahaya;

dengan

Pelanunan (privacy)

menurut UU  antar
bangsa;
Menenggelamkan/

membinasakan vesal di

laut/cuba/berkomplot

wanita dibah

umur yang
ditentukan oleh
hukum pidana
masing-masing
pihak yang
mengadakan
perjanjian;
Penculikan,
penculikan
anak;
Penganiayaan
yang
mengakibatkan

berat
cacat badan,
penganiaya=n,
pembunuhan
berencana yang
gagal/pembunu
han yang gagal;
Penahanan
secara melawan
hukum/sewena
ng-wenang;
Perbudakai/
perhambaan;
Perampokan,
pencurian;
Penggelapan,
penipuan;
Pemerasan,
ancaman,

paksaan;

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

dilakukan
terhadap wanita
dan gadis;
Pencuriand engan
pengrusakan,
pencurian  dan
tindak pidana
yang
bersnagkutan
dengan
pencurian,;
Pencuraian
dengan
kekerasan;
Pemalsuan dan
kejahatan  yang
bersangkutna
dengan
pemalsuan;
Sumpah  palsu,
member,
membuat an
menggunakan
saksi palsu;
Penghancuran
/pengrusakan
barang secara
melaan hukum;
Penggelapan;
Penipuan dan
perbuatan
curang;

Penyuapan dan
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23

24.

25.

26.

27.

berbuat demikian;
Serangan di laut dengan
niat membinasakan
nyawa atau
menyebabkan cedera
parah;
Pemberontakan/komplo
t untuk memberontak
oleh 2

dalam kapal

ornag/lebih
dilautan
lepas menentang kuasa
ketua kapal;
Sumpah bohong
member rﬁereka dan

menggunakan keterangn

palsu;
Membinasakan/
membencanakan harta
dengan cara  yang
menyelahi UU;

Apa-apa Kkesalahan lain
yang ditambah dari
semasa ke semasa

kepada lampiran ini
dengan

kedua-dua belah pihak.

persetujuan

10.

11:

12.

13.
14.

15.

16.

Fenyuapan
kerupsi;
Pemalsuan
dokumen,
sumpah palsu;
Pemalsuan
barang
pemalsuan
uang;
Penyelundupan;
Menimbulkan
kebarakatan,
pengrusakan
barang;
Pembajakan
udara, laut,
pemberontakan
di kapai;
Kejahatan yang
bersangkutan
dengan
narkotika, obat-
obatan
berbahaya/
terlarang/
bahan-bahan

kimia terlarang.

17.
18.

19.
20.

21.

225

23.
24.

25.

korupsi;
Pemerasan;
Kejahatan yang
berhubungan
dengan uang
kertas, mata uang
dan material;
Penyelundupan;
Menimbulkan
kebakaran;
Kejahatan yang
bersangkutan
dengan
narkotika;-
Pemilikan/
pengedaran scara
melawan
hukuma*2;
senjata api,
amunisi/bahan
peledak;
Pembajakan laut;
Menenggelamkan
/merusak kapal
dilaut atau
mufakatan untuk
mlakukan
kejahatan
tersebut;
Penyerangan di
atas kapal di laut
bebas

maksud

dengan
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membunih/
menyebabkan
penganiayaan;

26. Pemberontakam
/permufakatan
untuk
membentuk oleh
22 orang/ lebh
diatas kapal laut
brbas terhadap
kekuasaan
nahkoda;

27. Lain-lain
kejahatan  yang
ditambahkan
pada lampiran ini
sesuai dengan
ayat (3 daii 2
pasal)

Dari ketiga perjanjian ekstradisi tersebut, telah nampak bentuk-bentuk tindak
pidana yang disepakati oleh ketiga negara tersebut. Namun dari butir-butir tindak
pidana tersebut nampak telah menjadi tindak pidana umum yang sudah disepakati
bersama, sehingga substansi dari tindak pidana tersebut sudah menjadi umum
dimasukkan sebagai substansi perjanjian ekstradisi. Tindak pidana yang sudah
disepakati (extradible offences) dalam perjanjian ekstradisi tersebut dijadikan dasar
atau alasan untuk menyerahkan pelaku kejahatan sesuai dengan Negara peminta.

Dalam perkembangannya, tindak pidana yang biasa dalam perjanjian ekstradisi
Negara-negara ASEAN semakin pesat. Salah satunya menyangkut tindak pidana yang
dilakukan secara lintas batas Negara. Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik
yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan
kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan

manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang
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“e.at. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah
kompteksitas tersebut.403
Konvonsi Perserikatan bangsa-bangsa terhadap kejahatan lintas batas negara
(UNTOC)** menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan
lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman
dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (cultural
property), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan
perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara
kejahatan lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun
karakteristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba
tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara
terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait
narkoba sebelum disepakatinya UNTOC yaitu Single Convention on Narcotic Drugs,

Convention on Psychotropic Substances 1971 melalui AUU No.8 Tahun 1996 tentang

Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971, Convention against the Illicit

Traffic in Nareotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

Selain dalam konvensi-konve.isi tersebut, kejahatan yang transnasional juga
disebutkan dalam konvensi yang lairuya yaitu:

1. Kejahatan perbudakan yang diatur dalam Slavery Convention 1928 dengan‘
protocol-protokolnya;

2. Kejahatan pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi atas protitusi yang
diatur dalam Convention for the Suppression of the Traffic in person and of the
Exploitation of the Prostitution of Other 1949;

3. Kejahatan Genosida, yang diatur dalam Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide 1948;

4. Kejahatan Penerbangan, yang diatur dalam tiga konvensi, yaitu: a) Convention on
Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention
1963; b) Convention For the Suppression of unlawful seizure of Aircraft (the
Hague Convention 1970; c) Convention for the Suppression of unlawful acts

Against the safety of civil Aviation (montreal Convention 1971).

403 Lihat dalam http: ages/llssueDispl:
404 Dj Indonesia, Konvensi mengenal ke]ahatan lintas Negara dl ranﬁkam dengan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2009.
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5. Kejahatan terhadap orang-yrang yang dilindungi secara internasional sepers
diatur dalam Convention on the Ficvention and Punishment of Crimes Against
internationally Protected Persons, Includ'ng Diplomatic agents 1973;

6. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment, 1987.

Diantara kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam konvensi-konvensi
tersebut, yang berhubungan dengan ekstradisi adalah dimana kejahatan-kejahatam
tersebut sudah menjadi produk hukum nasional. Diantara konvensi-konvensi tersebut
diatas, hanya satu kejahatan transnasional yang secara tegas menyebutkan kejahatan
ini sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan yaitu kejéhatan genosida.#=
Sedangkan yang lainnya tidak menyebutkannya.

Berdasarkan konvensi-konvensi tersebut, meskipun suatu Negara telah
meratifikasi konvensi tersebut, tetapi belum memasukan kedalam produk hukun
nasionalnya, maka substansi konvensi secara nyata dinyatakan belum dan tidak akan
efektif. Hanya akan belaku, manakala nilai-nilai yang menjadi dasar dalam konvensi
tersebut telah dituangkan dalam bentuk produk hukum nasivualnya. Sehingga
efektivitas konvensi dan produk bukum nasional akan menjadi bugian yang tidak
terpisahkan dalam perjanjian ekstradisi.

Dalam prakteknya, beberapa isu kejahatan transnasional yang diatur melalui
perjanjian ASEAN adalah:

1. Penanggulangan Terorisme, penanggulangan ini dilakukan setelah ASEAN
mengesahkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), dimana konvensi
ini telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN sehingga telah berlaku. Konvensi
ini dirasakan lebih progresif dibanding dengan konvensi dan perjanjian
internasional lainnya.+06

2. Penyelundupan Manusia, dalam ASEAN Plan of Action to Combat Transnational
Crimes (ASEAN-PACTC) 2002, perdagangan manusia merupakan salah satu dari

405 Lihat Pasal I1I Konvensi.

406 Perbedaan ACCT disbanding Instrumen internasional lainnya diantaranya tindak
pelanggaran dalam ACCT merupakan definisi yang dicakup dalam 14 instrumen internasional
(convention for the suppression of unlawful seizure of Aircraft 1970, International Convention
Against the Talking Hostage 1979, International Convention for the Supression of the financing
Terrorism 1999, International Conventien on The Supression of Act of Nuclear Terrorism 2005,
ddl; Konvensi ini mengutamakan kedaulatan Negara, area Kkejasama, jurisdiksi Negara,
perlakuan adil, kerjasama hukum ekstradisi dan bantuan timbale balik, dll.
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delapan kejahatan lintas Negara yang dikeriasamakan penanganannya, dan
Indonesia sebagai salah satu inisiator pembentukan ASEAN Convention on

Trafficking in Persons (ACTIP).

Selain kejahatan terorisme dan perdagangan manusia, yang termasuk dalam
kejahatan transnasional lainnya PBB mengidentifikasikan 18 bentuk kejahatan
transnasional yakni: pencucian uang (Money Laundering), terorism, pencurian seni dan
objek budaya (theft of art and cultural object), pencurian kekayaan intelektual (theft of
intellectual property), perdagangan senjata gelap (illicit traffict in arms), pembajakan
pesawat terbang (aircraft hijacking), pembajakan di laut (sea piracy), penipuan
asuransi (insurance fraud), kejahatan komputer (computer crime) kejahatan lingkungan
(environmental crime), perdagangan manusia (trafficking in person), perdagangan
anggota tubuh manusia (trade in human body part), perdagangan obat bius (illicit drug
trafficking), kebangkrutan baﬁk (Fraudulent Bankruptcy), bisnis illegal (infiltration of
illegal bussines), korupsi dan penyogokan pejabat pemerintah (corruption and bribey of

public officials), dan kejahatan yang dilakukan c!ceh kelompok terorganisir lainnva (and

-others offences commited by organized crimina: group).407

Sementara itu pada tahun 1997 dalam deklaracinye di Manila, Filipina, ASEAN
sepakat menggolongkan kejahatan transnasional berupa: mo..2y laundering, terorisme,
perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia dan
pembajakan.#® Alan Castle menyebutkan walaupun tidak menyeluruh, namun
kejahatan transnasional menurutnya dapat dikelompokan sebagai berikut: money
laundering, perdagangan gelap narkotika dan psikotrapika, penyelundupan senjata,
penyelundupan bahan nuklir, penyelundupan manusia (anak dan wanita), penggelapan

pajak, korupsi dan Terorisme.40?

407 Gerhard 0. W. Mueller, “Transnational Crime, Definitions and Concepts:, dalam P. Williams
dan D. Vlassis (eds), Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized
Crime, 4 (3&4), Autum/Winter 1998, him. 18.

408 ASEAN Declaration on Transnational Crime, Manila. Philipina, 1997.

409 Alan Castle, Transnatonal Organized Crime and International Security, Working Paper, No.
19, Institute of International Relations the University of British Columbia, November 1997, him:
7
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Menyambut Perjanjian Ekstradisi ASEAN
Dalam perkembangannya, terhadap kejahatan transnasional (berdi
1. trnasional) suatu penegasan tentang kedudukan konvensi dinyatakan sebagai
hukum untuk melakukan ekstradisi. Menyambut ASEAN Economic Community
sudah seharusnya setiap Negara anggota ASEAN memasukan setiap unsur
pidana (kejahatan) transnasional sebagai dasar hukum untuk dilakukannya
Ekstradisi. Dengan demikian, dapat dijadikan suatu model bahwa setiap tindak
yang berdimensi transnasional dijadikan asas hukum untuk melakukan ekstradisi.
Mengikuti kepada strategi pembentukan dan pembagian norma Vientine
Programme (VAP), disebutkan adanya tujuan untuk membentuk perjanjian e
ASEAN. Membentuk perjanjian ekstradisi ASEAN adalah cita-cita yang sangat
Hal ini berkaitan dengan kesepakatan terkait elemen-elemen perjanjian ASEAN
mengatur: a) kewajiban untuk ekstradisi, b) persyaratan permintaan ekstradisi.
pengecualian-pengecualian untuk ekstradisi, d) aasar untuk menolak,
penyederhanaan prosedur ekstradisi, f) dokumen yang diperlukan, g) pene
sementara, h) permintaan bersamaan, i) pengaturan penyerahan, j) bukti-bulkti
penyeranan propertyv/bukli, ) Representasi dan biaya, m) konsultasi, n) Peruhaiian,
Pemberlakuannya. ' :
Melihat kemungkinan dapat diterapkannya perjanjian ekstradisi ASEAN,
baiknya melihat model perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh PBB melalui Maj
Umum PBB dalam Resolusi Nomor 45/116 Tentang Model Treaty on Extradition.#1¢ |
ditinjau dari isi Resolusi ini, prinsip-prinsip yang dianut tidak jauh berbeda den
perjanjian ekstradisi pada umumnya. Meliputi ketentuan-ketentuan yang sudah um
dianut dalam perjnajian ekstradisi, meliputi: kewajiban untuk mengekstradisi
kejahatan yang cdapat diekstradisi, penahanan sementara, penyerahan orang yamg
diminta ekstradisi, penyerahan yang tertunda atau bersyarat, penyerahan barang
aturan kekhususan, singgah dan ketentuan akhir.
Berkaitan dengan prospek perjanjian ASEAN, sangat memungkinkan pada
delegasi dan pertemuan Kelompok kerja ASEAN untuk membahas melalui ASEAN

410 Selain itu, Majelis Umum PBB juga menyetujui Resolusi Nomor 45/117 Tentang Model Treaty
on Mutual Assistance in Criminal Matters, dan Resolusi Nomor 45/118 Tentang Model Treaty
on the Transfer of Proceedings in Criminal matters, Resolusi PBB Nomor 45/119 Tentang Mode!
Treaty on Trasfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionallt Released.
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Senior Law Official Meeting (ASLOM).411 Dimana kerangka kerjasama yang dibangun
ASLOM adalah: '

ASEAN Govern:ment Law Directory

Development of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)
Progressive Liberalisation of Trade in Legal Services in ASEAN

ASEAN Government Legal Officers’ Programme (AGLOP)

ASEAN Law Forum

Development of ASEAN Convention on Counter Terrorism

Exchange on Study Visit by ASEAN Law Officials

Development of Model ASEAN Extradition Treaty

Development of Model Law in Maritime Security

Strengthening of Mutual Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters among
AMS

11. Harmonisation of Trade Laws in Legal Services in ASEAN

12. Strengthening Members Participation in Legal Information Network

0RO N NI RTINS T

S

C. SIMPULAN

~ Dalam perkembangan tindak pidana yang transnasional yang mengakibatkan
dampak yang sangat luar biasa, sudah sepatutnya jangkauan tindak pidana
transnasional ini menjadi perhatian serius Negara-negara dikawasan ASEAN untuk
dijadikqn sebagai dasar menuju perjonjian Ekstradisi ASEAN. Hal ini akan sangat
berarti terutama mengeiiai informasi, keb‘jakan, penanganan dan penegakan hukum
terhadap tindak pidana transnasional. Lebih dari itu, berbagai tindak pidana,
transnasional ini dijadikan sebagai sarana kebijakan untuk mempererat hubungan
antar Negara di kawasan ASEAN yang lebih mengedepankan kedaulatan Negara

sebagai landasan kerjasama ekstradisi ASEAN.
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